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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia
adalah negara hukum karena turut berperan serta dalam setiap kehidupan masyarakat.
Definisi negara hokum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan tata
kehidupan bangsa, negara serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan
hal ini juga tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Hal ini merupakan
tujuan dari negara Indonesia.

Aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, serta
kemasyarakatan, ditempatkan sebagai hukum di dalam negara hukum. Sedangkan, tujuan
hokum itu misalnya “....opleged om de samenleving vreedzam, rechtvaardig, en doelmatig
te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Jadi,
target dari negara hokum agar terciptanya kegiatan bernegara, kepemerintahan, dan
pemasyarakatan yang bertumpu pada aspek adil, damai, manfaat, St

Penegak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mendirikan. Penegak
hokum adalah yang menegakkan hokum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa
yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga
pemasyarakatan. Penegakan ~ hokum merupakan proses dibuatnya upaya dalam
menegakkan dan mnjalankan fungsional hukum. Dalam artian luas, proses penegakan
hokum mengandung semua aspek hokum dalam setiap hubungan hokum. Subjek yang

menjalankan aturan pada norma aturan hokum yang berlaku, berarti dapat dikatakan ia



telah melakukan upaya penegakkan hukum. Aparat penegak hokum memiliki peran yang
sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (sollen) agar dapat
diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (sein), dapat dikaji
sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hokum, timbul dua
variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hokum pada masyarakat
berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak
diskriminatif. S

Pemisahan Institusi Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara lembaganya
telah memberi dampak perlakuan pada anggota kepolisian didepan umum, yang semula
mengacu pada hokum disiplin dan lingkup kompetensi peradilan militer, kemudian
berpindah mengacu pada peradilan umum. Perubahan yang sangat mendasar ialah pada
status institusi kepolisian yang beralih menjadi lembaga sipil. Hal ini merupakan
konsekuensi logis bahwa institusi Kepolisian patuh dan mengacu pada hokum sipil. Telah
terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hokum yang sama
dengan masyarakat sipil.

Tingkah melanggar hokum yang dalam koridor hokum disiplin Polri ataupun
pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang
disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam PP No 2/2003
tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya PP No 3/2003 tentang
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan
bagi anggota Polri dalam perkara perilaku jahat mulai tingkat penyidikan sampai
persidangan mendasarkan pada ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hokum Acara

Perilaku jahat.Disiplin Polri dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai,



patuh serta taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun lisan
serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya
apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.S®?

Norma-norma menurut PP No 2 tahun 2003, Disiplin merupakan ketaatan dan
kepatuhan yang sungguh - sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.>® Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku
sesuai dengan nilai-nilai moral. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran
disiplin maupun kode etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum
mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hokum terletak pada
Atasan yang Berhak Menghokum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya
memberi rekomendasi kepada Ankum berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap
dalam persidangan.>®?

Fungsi dan peranan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dilingkungan
Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap
penegakan disiplin anggota Polri dan penegakan Kode Etik Polri.Profesionalitas Polri
menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia,
karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri
dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam.S*®? Sebagai aparatur pemerintahan, anggota
Polri dalam melaksanakan kerjanya tidak hanya dibekali dengan serangkaian aturan yang
memberi kepadanya sejumlah kewenangan, tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam
melaksanakan kewenangan tersebut. Disamping dibekali dengan berbagai piranti berupa
peraturan perundang-undangan, maka Polri memiliki sejumlah diskresi kepolisian dalam

melaksanakan tugas.S®?



Disiplin Kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas
mereka sehingga mereka dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Selanjutnya,
dalam tulisan ini yang akan dijelaskan ialah mengenai profesionalisme dan unsur-unsur
penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan
bukannya seorang tenaga amatiran atau tidak becus. Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa salah
satu unsur pendukung utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh
seseorang Yaitu bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang
melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya
terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh
organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturanetika yang diberlakukan bagi
anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka. Disiplin Polri dibuat agar tugas-
tugas dari anggota-anggotaoganisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi
pembuatan disiplin Polri sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya
dan tujuan dari kegiatan-kegiatannya.

TII tahun 2016 (oleh Komisi Pemberantas Korup (KPK)) memberikan data Indeks
Persepsi Korup (IPK) yang terjadi dalam institusi kepolisian, yaitu sebesar 75% tertinggi
ialah pada tindak perilaku jahat pungutan liar (pungli). Utamanya terjadi pada prosedur
pembuatan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen ini misalnya berupa Surat Izin
Mengemudi (SIM), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Padahal, telah
banyak aturan yang mengikat Polri misalnya UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, PP Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Perkapolri No 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan PP No 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri



senyatanya masih membuka jalan bagi para aparat penegak hukum dalam melakukan
kecurangan, bukannya menjamin tumbuhnya jiwa profesional Polri dalam dalam
menjalankan tugasnya. St

Pungli atau pungutan liar merupakan kejahatan yang kerap terjadi. Pungutan liar
merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau
dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Maka dapat diartikan
sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada
pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau tingkah perilaku
jahat. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli
berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu
kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan
praktek kejahatan.S®

Pungutan liar atau yang dalam masyarakat awam Indonesia dikenal dengan sebutan
pungli, merupakan tingkah yang sangat merugikan bagi pihak korban yang diklasifikasikan
dalam kejahatan terhadap norma hukm. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terus lanjut
berlarut-larut. Maka,walaupun pelakunya oknum polisi jika mereka melakukan tindak
perilaku jahat harus ditindak tegas. Pungutan liar merupakan tingkah yang dibuat oleh
seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran
sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan
pembayaran tersebut.5*

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah
satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada



masyarakat serta penegakan hokum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam
mendukung terciptanya penegakan hokum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam
penegakan hukum.

Cepat atau lambat polisi harus menyadari bahwa mempraktikkan perilaku yang
tidak sesuai dengan norma dan atau aturan dari peran dan fungsi Polri harus segera dibenahi
karena membiarkan hal ini terus menerus terjadi hanya akan memberi citra buruk bagi
institusi Polri di mata masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum maraknya berbagai kasus
suap sampai dengan pungli yang terjadi di masyarakat Indonesia, tanda tanya besar kerap
muncul dalam mnilai kinerja, profesionalisme serta etika profesi polisi karena seyogyanya
polisi merupakan garda terdepan dalam memberantas korup.

Kitab UU Hokum Perilaku jahat (KUHP) memang tidak memberikan defisini
mngenai tindak perilaku jahat pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat
ditemukan dalam rumusan korup pada Ps. 12 (e) UU No 20/2001 berasal dari Ps. 423
KUHP (dirujuk dalam Ps. 1 ayat (1) huruf ¢ UU No 3/1971, dan Ps. 12 UU No 31/1999
mengenai Pemberantasan Tindak Perilaku jahat Korup, kemudian dirumuskan ulang dalam
UU No 20/2001). Tindakan pungli dalam Ps. 423 KUHP berbunyi “Pegawai negeri yang
bermaksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hokum, dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu,
melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau
melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, diperilaku jahat dengan perilaku jahat
penjara selama-lamanya enam tahun.”S®

Salah satu tindakan pungutan liar pernah terjadi di wilayah hokum Polda Kepulauan

Bangka Belitung yaitu Brigadir Abaydillah anggota Sat Lantas Polres Bangka Selatan



tertangkap tangan oleh anggota Bidang Profesi dan Pengamanan(Bid Propam) Polda
Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan Pungutan Liar di jalanan dengan barang bukti
uang sebesar Rp250.000,00. Pungutan Liar ini dibuat pada saat razia kendaraan di jalan
Nasik, Toboali, Bangka Selatan, dengan LP/15/1X/2017/Yanduan.Brigadir Abaydillah
mendapatkan Putusan Kepolisian dengan hokuman ditempatkan di tempat khusus selama
20 hari.S®?

Tindakan pungli ini sudah seharusnya tidak dibuat oleh siapapun. Masyarakat
awam saja tidak seharusnya melakukan tindak perilaku jahat kejahatan, apalgi dibuat oleh
aparat penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian yang seyogyanya berperan dalam
tindak perilaku jahat pemberantasan korup.5**" Karena institusi kepolisian merupakan garda
terdepan dalam melakukan upaya pemberantasan tindak perilaku jahat korup, yang mana
dalam hal ini ialah tindak kejahatan pungutan liar.

Merujuk pada pembahasan di atas, maka dalam hal penulisan skripsi ini penulis
beraksud melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: Penegakan Hokum Terhadap
Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus di Wilayah Hokum

Polda Kepulauan Bangka Belitung).

B. Rumusan Masalah
1. Apakah aspek yang menghambat dalam upaya menegakkan hukum terhadap anggota
kepolisian yang melakukan tindak kejahatan pungutan liar di wilayah hokum Polda
Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana penegakan hokum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan

liar di wilayah hokum Polda Kepulauan Bangka Belitung?



C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan menjelaskan aspek yang menghambat dalam upaya menegakkan
hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kejahatan pungutan liar di
wilayah hokum Polda Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang

melakukan pungutan liar di wilayah hokum Polda Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis,

yaitu:

a. Manfaat Teoritis
Penulis berharap dengan metode penelitian ini dapat memberikan partisipasi wawasan
ilmu pengetahuan bagi para pembaca untuk mendalami teori-teori yang telah penulis
peroleh selama menjalani kuliah di tingkat strata satu Fakultas Hokum Universitas
Sriwijaya serta memberikan landasan untuk penelitian lainny secara lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai salah satu acuan
kepustaakan Hokum Acara Perilaku jahat, serta agar dapat membantu dan memberi
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah

yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian



Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu penegakan kode etik di kepolisian dalam
kasus anggota Polda yang melakukan tindakan pungutan liar di wilayah hokum Bangka
Belitung. Permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan pendapat para pakar
hokum ataupun teori-teori dengan masalah terkait, dengan lokasi penelitian di wilayah

Polda KepulauanBangka Belitung yang diselesaikan pada tahun 2017.

F. Kerangka Teoritis
1. TeoriPeran

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan
kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi
masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa Yyang diberikan masyarakat
kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang
dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan tingkah-tingkah orang lain. Orang yang
bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang
sekelompoknya. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu
yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal

atau peristiwa.

Menurut teori peranan (Roletheory) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa
“Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu
posisi tertentu” menurut teori tersebut, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku
itu sesuai dengan suatau situasi lain relatif bebas (Independent) tergantung pada orang

yang menjalankan peran tersebut, jadi orang-orang akan mempunyai peranan pada
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masing-masing situasi. Menurut Sitorus bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4

macam:S®P

1. Achieved Role/Peran Pilihan yaitu peranan yang hanya dapat didapatkan melalui
usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.

2. Acriber Role/Peranan Bawaan yaitu peranan yang didapatkan secara otomatis
bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna
aspek keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.

3. Expected Role/Peranan yang Diharapkan merupakan peranan yang dibuat sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini biasanya
dijalankan oleh petugas hokum dan aparat pemerintahan.

4. Actual Role/ Peranan yang Disesuaikan merupakan peranan yang disesuaikan
sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Dalam UU No. 2/2002, menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah
menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hokum,
selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, dan dalam UU
No. 28/1997 Ps 3 menyatakan, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara di bidang penegakan hokum, perlindungan, dan pembimbimbingan masyarakat
dalam rangka terjaminya tertib dan tegaknya hokum serta terbinanya ketentraman

masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

2. Teori Aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan hokum menurut Sudarto, adalah penyelenggaraan hokum oleh petugas

penegak hokum dan oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan
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kewenangannya masing-masing menurut aturan hokum yang berlaku.>* Penegakan

hokum bukanya berarti pelaksanaan per-uu, walaupun didalam kenyataannya di NKRI

banyak, hingga demikian definisi law enforcement sangatlah populer, adanya

kecenderungan yang kuat untuk mendefinisikan penegakan hokum sebagai putusan

hakim. Pandangan itu memiliki kekurangan, sebab hal itu malah mengganggu rasa

perdamaian hidup. St

Soerjono, mengatakan, ada aspek yang mempengaruhi penegakan hukum. Yaitu

meliputi :StP

a.

b.

Aspek hokumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi UU saja.

Aspek penegak hokum, yakni orang yang membuat atau menegakkan hukum.
Aspek pendukung berupa fasilitas.

Aspek warganegara yang mencakup kesadaran hokum dan kepatuhanhokum.

Dalam kerangka penegakan hokum, khusus penegakan hokum perilaku jahat terdiri

dari 3 Step, yaitu :

a.

Step formulasi, adalah Step pengakan hokum perilaku jahat in abstacto oleh badan
pembentuk undang-undang. Dalam Step ini pembentukundang-undang melakukan
kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan
masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan perilaku jahat untuk mencapai hasil perundang-undangan
yang baik. Step ini dapat juga disebut dengan Step kebijakan legislasi.

Step aplikasi, adalah Step penegakan hokum perilaku jahat oleh aparat penegak
hokum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam Step ini aparat

penegak hokum menegakan serta menerapkan peraturan perundangan perilaku
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jahat yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan
tugas aparat penegak hokum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan
manfaat. Step kedua ini disebut Step kebijakan yudikatif.

c. Step eksekusi yaitu Step penegakan hokum perilaku jahat secara konkret oleh aparat
pelaksana perilaku jahat bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh
pembentuk undang-undang melalui penerapan perilaku jahat yang telah ditetapkan

oleh pengadilan.3*

G. Metode Penlitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik
melalui carawawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan

masalah.StP

2. Pendekatan Penelitian
Dalam kaitannya dengan penelitian empiris, penelitian ini menggunakan beberapa
pendekatan yaitu :
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dibuat dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hokum yang ditangani.S®P

b. Pendekatan Sosiolegal (Sociolegal Approach)
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Pendekatan sosio-legal merupakan upaya penelitian yang mendekati suatu
permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan
ilmu non-hokum dalam melihat hokum. Pendekatan sosio-legal, merupakan
penelitian yang mengkaji ilmu hokum dengan memasukkan aspek sosial dengan
tetap dalam batasan penulisan hokum. Pendekatan ini tetap mendahulukan
pembahasan norma-norma hokum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif
dari kajian ilmu non-hokum atau aspek-aspek diluar hokum, seperti sejarah,
ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Pendekatan ini merupakan konsep
payung, Yaitu memayungi semua pendekatan terhadap hokum, proses hokum

maupun sistem hokum. 5P

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer
Dalam penelitian hokum empiris dapat digunakan teknik atau metode pengumpulan
data dengan metode wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan
yang memiliki maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu interviewer
dan interviewee. Interviewer atau mencari informasi yang mengajukan pertanyaan,
meminta penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam. Sedangkan
Interviewee atau pemberi informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan oleh interviewer St

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan bahan hokum yang berupa buku-buku literatur yang

terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya:
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1. Bahan hokum primer yaitu :
a) Kitab Undang-Undang Hokum Perilaku jahat (KUHP).
b) Kitab Undang-Undang Hokum Acara Perilaku jahat (KUHAP).
¢) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Perilaku jahat Korup.
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

IndonesiaTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

2. Bahan Hukum Sekunder
Diartikan sebagai bahan hokum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan
mengenai bahan hokum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau
pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara
khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan
mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah
doktrin—doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hokum dan internet.

3. Bahan Hokum Tersier
Yaitu bahan hokum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hokum primer dan bahan hokum sekunder. Bahan hokum ini dikenal dengan
acuan atau bahan rujukan bidang hokum, seperti dokumen yang berisi konsep-

konsep, kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data
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Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh
data yang diperlukan.S*" Teknik pengumpulan data yang dibuat dalam penelitian ini
yaitu :

a. Studi Lapangan dibuat dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau
objek penelitian. Prosedur studi lapangan dibuat dengan maksud untuk
memperoleh data primer yang dibuat dengan metode wawancara. Menurut Danang
Sunyoto, studi lapangan adalah suatu metode yang dibuat oleh peneliti dengan cara
pengamatan langsung terhadap kegiatan yang terjadi.St

b. Studi Kepustakaan, merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material
yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah,

dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. St

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dibuat di wilayah hokum Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Teknik Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan purposive sampling, yaitu
pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang
mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah
diketahui sebelumnya.S®® Maka sampelnya adalah 3 orang yaitu Kepala Divisi Propam
Polda Kepulauan Bangka Belitung, Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung yang
menangani kasus dan 1 orang pelaku pungli, untuk mendapatkan kebenarannya di

lapangan.
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Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti apa
yang disebut di atas. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data
yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menganalisi data ini, digunakan teknik analisis
secara kualitatifs®®, karena data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan

tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis
dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dibuat dengan cara metode
penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-
fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat
khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari

berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.
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